
BUPATI MINAHASA UTARA 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA 

NOMOR l3 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat 
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 
2024; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi 
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4343); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-b 



Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa 
Utara Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR 

BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadikewenangan Daerah. 

4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD 
adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan 
rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ,b,,1 



5. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat 
ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan 
biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub 
kegiatan. 

BAB II 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 

( 1) ASB dimaksudkan sebagai pedoman PD dalam 
menentukan besaran belanja maksimal kegiatan 
berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan 
merupakan batasan belanja maksimal setiap kegiatan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD. 

(2) ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas 
dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan 
proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran 
belanja. 

Bagian Kedua 

Jenis ASB 

Pasal 3 

Jenis ASB terdiri dari: 
a. ASB fisik; dan 
b. ASB nonfisik. 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai ASB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.& 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.u 

PARAF KOORDINASI 
PEJABAT TANGGAL PARAF 

BUPATT [Mohon dengan 
hormat untuk 
ditandatan ni 

WAKIL BUPATT 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI 
UMUM 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Plt.KEPALA BADAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 
SEKRETARIS BADAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KEPALA BIDANG ASET 

KEPALA SUB BIDANG ANALISA 
KEBUTUHAN 

Ditetapkan di Airmadidi 

pada tanggal 7 90li 2023 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

JOUNE JAMES ESAU GANDA 

Diundangkan di Airmadidi 
pada tanggal 7 2l 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA 
NOMOR : l7 TAHUN 2023 
TANGGAL 7 Juli 2023 
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024 

ANALISIS STANDAR BELANJA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

A. STRUKTUR ANALISIS STANDAR BELANJA 
1 Definisi 

Menjelaskan pengertian serta gambaran singkat tentang suatu 
Analisis Standar Belanja (ASB) 

2 Pengendalian Belanja (Cost Driver) 
Cost Driver merupakan faktor terukur yang menyatakan jumlah 
target kinerja yang dianggap berpengaruh terhadap pengalokasian 
belanja dalam suatu aktifitas tertentu misalnya besar kecilnya biaya 
suatu kegiatan akan dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah peserta, 
lama waktu pelaksanaan pelatihan, jumlah pekerjaan, jumlah 
pegawai dan sebagainya. 

3 Belanja Tetap (Fixed Cost) 
Merupakan belanja yang tidak mengalami perubahan (tidak naik dan 
tidak turun) pada skala tertentu, sekalipun output yang dihasilkan 
mengalami perubahan (Naik/ Turun), misalnya biaya sewa gedung, 
biaya materai dan sebagainya. 

4 

5 

ASB-001 

Belanja Variabel (Variabel Cost) 
Merupakan biaya yang terjadi jika total jumlah output yang 
dihasilkan berubah, maka jumlah biaya yang dialokasikan untuk 
menghasilkan barang/jasa tersebut juga berubah. Belanja variabel 
sangat dipengaruhi oleh Pengendalian Belanja (Cost Driver) dan 
Variabel pengalinya. 

FormulaASB 
Merupakan Rumus dalam menghitung besarnya belanja total (total 
cost) dari suatu kegiatan yang berasal dari penjumlahan belanja 
tetap (Fixed cost) dan belanja variabel (Variabel cost). Formula ASB 
merupakan model standar dalam menentukan suatu analisis 
kewajaran belanja. 

PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG KLASIFIKASI SEDERHANA 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan 
gedung klasifikasi sederhanan 



Klasifikasi bangunan 
dengan karakter 
dan teknologi 
bangunannya adalah 

sederhana adalah bangunan ged ung negara 
sederhana serta memiliki kompleksitas 
sederhana. Masa penjaminan kegagalan 
selama 10 (sepuluh) tahun. 

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain: 
gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan 
gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas 
sampai dengan 500 m2; 
bangunan rumah 
gedung pelayanan 
gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan 
jumlah lantai s.d. 2 lantai. 
(Sumber Permen PU NNomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 
Tentang : Pembangunan Bangunan Gedung Negara) 

Walaupun Peraturan Menteri tersebut memungkinkan besaran 
komponen perencanaan kontsruksi dari rentang 8, 23 %- 1,80 % 
serta pengawasan konstruksi dari 5,35% - 0,708 % dari biaya 
konstruksi, namun dalam proses perencanaan dan penganggaran, 
besaran yang digunakan oleh Pemerintah daerah ditetapkan dalam 
Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2024. Selain itu, juga 
pertimbangan pelaksanaan teknis konstruksi juga turut diperhatikan 
dalam menentukan kewajaran perencanaan dan penganggaran 
untuk biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi. 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya Pekerjaan Konstruksi dia Asumsikan nilai 100% 
B Persentase Perencanaan adalah nilai terhadap presentasi biaya 

konstruksi 
C Persentase Pengawasan adalah nilai terhadap presentasi biaya 

konstruksi 
D Persentase BU adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
X Rp 6,480,000 Per M2 

4 Formula ASB : 
Ya=X x (luas Bangunan) 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

s.d. 500 Jt diatas 
NO OBJEK BELANJA 500 Jt s.d. 2.5 2.5 Milyar milyar 

(%) (%) (%) 
1 BIAYA PERENCANAAN 18 s.d. 12 s.d. 10 s.d. 

PEKERJAAN 15 10 5 
2 BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN 10 s.d. 7.5 s.d. 6 s.d. 

9 6 3 
3 PENGELOLAAN KEGIATAN 14 s.d. 6 s.d 4 s.d. 

10 4 1 

6 Contoh 1 
Luas Bangunan tidak bertingkat = 300 M2 a» 



Pagu Anggaran Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan 
= a+b+c+d 
= Rp 2,332,800,000 

a Biaya Pekerjaan Konstruksi 
X x Luas Bangunan 

= Rp 1,944,000,000 
b Biaya Perencanaan 10% 

= Rp 194,400,000 
c Biaya Pengawasan 6% 

= Rp 116,640,000 
d Biaya Umum 4% 

= Rp 77,760,000 
7 Contoh 2 

Luas Bangunan Bertingkat 
bertingkat 1 
Luas Bangunan Bertingkat 
bertingkat 2 
Luas Total Bangunan Bertingkat 

250 M2 

250 M2 

500 M2 

Pagu Anggaran Pembangunan Puskesmas 
= a+b+c+d 
= Rp 3,726,000,000 

a Biaya Pekerjaan Konstruksi 
X x Luas Bangunan 

= Rp 3,240,000,000 
b Biaya Perencanaan 7% 

= Rp 226,800,000 
c Biaya Pengawasan 5% 

= Rp 162,000,000 
d Biaya Umum 3% 

= Rp 97,200,000 

ASB-002 PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan 
gedung klasifikasi tidak sederhanan 
Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung 
negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki 
kompleksitas dan/ atau teknologi tidak sederhana.Masa penjaminan 
kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun 

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain: 
gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau 
gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau gedung 
kantor bertingkat lebih dari 2 lantai; 
bangunan rumah dinas tipe A dan B; 
ged ung pelayanan 
gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung 
pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai. 4 



(Sumber Permen PU NNomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 
Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara) 

Di dalam Peraturan Menteri tersebut dimungkinkan adanya besaran 
komponen perencanaan kontsruksi dari rentang 9,00 %- 2,32 % serta 
pengawasan konstruksi dari 6,00 %- 1,50 % dari biaya konstruksi, 
namun untuk memudahkan proses perencanaan dan penganggaran, 
besaran yang digunakan oleh Pemerintah daerah ditetapkan dalam 
Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2024. Selain itu, 
pelaksanaan teknis konstruksi juga turut diperhatikan dan menjadi bahan 
pertimbangan dalam menentukan kewajaran perencanaandan 
penganggaran untuk biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi. 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya Pekerjaan Konstruksi dia Asumsikan nilai 100% 
B Persentase Perencanaan adalah nilai terhadap presentasi biaya 

konstruksi 
C Persentase Managemen konstruksi adalah nilai terhadap presentasi 

biaya konstruksi 
D Persentase Pengawasan adalah nilai terhadap presentasi biaya 

konstruksi 
E Persentase BU adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
= Rp 6,710,000 Per M2 

4 Formula ASB : 
Ya=X x (luas Bangunan) 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

s.d. 1 Milyar diatas 
NO OBJEK BELANJA 1 Milyar s.d. 5 5 Milyar milyar 

(%) (%) (%) 
1 BIAYA PERENCANAAN PEKERJAA 16 s.d. 11.5 s.d. 9 s.d. 

13 10.5 8 
2 BIAYA MANAGEMEN 24 s.d. 17.5 s.d. 10 s.d. 

KONSTRUKSI (Opsional) 30 14.5 7 
3 BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN 18 s.d. 12.5 s.d 7.5 s.d. 

15 10.5 5 
4 BIAYA UMUM 11 s.d. 5 s.d 3 s.d. 

7 3 2 

6 Contoh 1 
LuasBangunan bertingkatLantai 
1 
LuasBangunan bertingkatLantai 
2 
Total Luas Bangunan 

1000 M2 

900 M2 
1900 M2 

Pagu Anggaran Pembangunan Kantor Bupati 2 Lantai 
= a+b+c+d+e 
= Rp 15,553,780,0000M 



a Biaya Pekerjaan Konstruksi 
X x Luas Bangunan 

= Rp 12,749,000,000 
b Biaya Perencanaan 8% 

= Rp 1,019,920,000 
c Biaya Managemen 7% 

Konstruksi 

= Rp 
d Biaya Pengawasan 5% 

= Rp 
e Biaya Umum 2% 

= Rp 

892,430,000 

637,450,000 

254,980,000 
7 Contoh 2 

Luas Bangunan bertingkatLanta.i 1 1000 M2 

Pagu Anggaran Pembangunan Kantor Dinas 
= a+btc+d+e 
= Rp 8,555,250,000 

a Biaya Pekerjaan Konstruksi 
X x Luas Bangunan 

= Rp 6,710,000,000 
b Biaya Perencanaan 9% 

= Rp 603,900,000 
c Biaya Managemen 8% 

Konstruksi 

= Rp 
d Biaya Pengawasan 8% 

= Rp 
e Biaya Umum 3% 

= Rp 

536,800,000 

503,250,000 

201,300,000 

ASB-O03 PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG KLASIFIKASI KHUSUS 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan 
gedung klasifikasi Khusus 

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang 
memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan 
dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.Masa 
penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun. 

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain: 
gedung laboratorium; 
gedung terminal udara/laut/ darat; 
stadion olah raga; 
gedung bersifat monumental4» 



(Sumber 
Tentang 

Permen PU NNomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara) 

Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan adanya besaran komponen 
perencanaan kontsruksi dari rentang 9,75% - 2,75% serta pengawasan 
konstruksi dari 7,95% - 2,17% dari biaya konstruksi, namun untuk 
memudahkan proses perencanaan dan penganggaran, besaran yang 
digunakan oleh Pemerintah daerah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum 
(SBU) Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan teknis konstruksi juga turut 
dipertimbangkan dalam menentukan kewajaran perencanaan dan 
penganggaran untuk biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi. 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya Pekerjaan Konstruksi 
B Persentase Perencanaan. Persentase Pengawasan. Persentase BU 
C Persentase Pengawasan. Persentase BU 
D Persentase BU 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
= Rp 6,710,000 Per M2 

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

s.d. 1 Milyar diatas 
NO OBJEK BELANJA 1 Milyar s.d. 5 5 Milyar milyar 

(%) (%) (%) 
1 BIAYA PERENCANAAN 16 s.d. 11.5 s.d. 9 s.d. 

PEKERJAAN 13 10.5 8 
2 BIAYA MANAGEMEN 24 s.d. 17.5 s.d. 10 s.d. 

KONSTRUKSI (Opsional) 30 14.5 7 
3 BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN 18 s.d. 12.5 s.d 7.5 s.d. 

15 10.5 5 
4 BIAYA UMUM 11 s.d. 5 s.d 3 s.d. 

7 3 2 

6 Contoh 1 
Luas Bangunan bertingkat Lantai 
1 
LuasBangunan bertingkatLantai 
2 
Total Luas Bangunan 

1000 M2 

900 M2 

1900 M2 

Pagu Anggaran Pembangunan Gedung Labotarorium 
= a+b+c+d+e 
= Rp 15,553,780,000 

a Biaya Pekerjaan Konstruksi 
X x Luas Bangunan 

= Rp 12,749,000,000 
b Biaya Perencanaan 8% 

= Rp 1,019,920,000 4 



c Biaya Managemen 7% 
Konstruksi 

= Rp 
d Biaya Pengawasan 5% 

= Rp 
e Biaya Umum 2% 

= Rp 

892,430,000 

637,450,000 

254,980,000 
7 Contoh 2 

Luas Bangunan bertingkatLantai 1 5000 M2 

Pagu Anggaran Pembangunan Gedung Olah Raga 
= a+b+c+d+e 
= Rp 42,776,250,000 

Biaya Pekerjaan Konstruksi 
X x Luas Bangunan 

= Rp 33,550,000,000 
Biaya Perencanaan 9% 

= Rp 3,019,500,000 
Biaya Managemen 8% 
Konstruksi 

Biaya Umum 3% 
= Rp 

2,684,000,000 

2,516,250,000 

1,006,500,000 

= Rp 
Biaya Pengawasan 8% 

= Rp 

ASB-O04 PEKERJAAN BANGUNAN RUMAH NEGARA TIPE C. D DAN F 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan 
Rumah Negara Tipe C. D dan F 
Klasifikasi bangunan Rumah Negara Tipe C. D dan F adalah bangunan 
gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas 
dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya 
adalah selama 10 (sepuluh) tahun. 
Yang termasuk klasifi.kasi Bangunan Sederhana, antara lain: 

Bangunan Rumah Dinas Guru dan Pegawai ASN 
bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat; 

Walaupun Peraturan Menteri tersebut memungkinkan besaran komponen 
perencanaan kontsruksi dari rentang 8, 23 % - 1,80 % serta pengawasan 
konstruksi dari 5,35% - 0,708 % dari biaya konstruksi, namun dalam 
proses perencanaan dan penganggaran, besaran yang digunakan oleh 
Pemerintah daerah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Tahun 
Anggaran 2024. Selain itu, juga pertimbangan pelaksanaan teknis 
konstruksi juga turut diperhatikan dalam menentukan kewajaran 
perencanaan dan penganggaran untuk biaya perencanaan dan 
pengawasan konstruksi. b 



2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya Pekerjaan Konstruksi dia Asumsikan nilai 100% 
B Persentase Perencanaan adalah nilai terhadap presentasi biaya 

konstruksi 
C Persentase Pengawasan adalah nilai terhadap presentasi biaya 

konstruksi 
D Persentase BU adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
X Rp 5,040,000 Per M2 

4 Formula ASB : 
Ya=X x (luas Bangunan) 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

s.d. 500 Jt diatas 
NO OBJEK BELANJA 500 Jt s.d. 2.5 2.5 Milyar milyar 

(%) (%) (%) 
1 BIAYA PERENCANAAN 18 s.d. 12 s.d. 10 s.d. 

PEKERJAAN 15 10 5 
2 BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN 10 s.d. 7.5 s.d. 6 s.d. 

9 6 3 
3 PENGELOLAAN KEGIATAN 14 s.d. 6 s.d 4 s.d. 

10 4 1 

6 Contoh 1 
Luas Bangunan tidak bertingkat = 40 M2 

Pagu Anggaran Pembangunan Rumah Dinas Guru 
= a+b+c+d 
= Rp 241,920,000 

a Biaya Pekerjaan Konstruksi 
X x Luas Bangunan 

= Rp 201,600,000 
b Biaya Perencanaan 10% 

= Rp 20,160,000 
c Biaya Pengawasan 6% 

= Rp 12,096,000 
d Biaya Umum 4% 

= Rp 8,064,000 

250 M2 
7 Contoh 2 

Luas Bangunan Bertingkat 
bertingkat 1 

Pagu Anggaran Pembangunan Rumah Dinas Tipe C 
= a+b+c+d 
= Rp 1,512,000,000 

a Biaya Pekerjaan Konstruksi 
X x Luas Bangunan 

= Rp 1,260,000,000 
b Biaya Perencanaan 10% 

= Rp 126,000,0000 



C Biaya Pengawasan 6% 
= Rp 75,600,000 

d Biaya Umum 4% 
= Rp 50,400,000 

ASB-OO5 PEKERJAAN BANGUNAN RUMAH NEGARA TIPE B 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan 
Rumah Negara Tipe B. 
Klasifikasi bangunan Rumah Negara Tipe B adalah bangunan gedung 
negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas 
dan/ atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan 
bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. 
Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain: 

Bangunan Rumah Dinas KDH DAN WKDH 
bangunan rumah dinas tipe B yang tidak bertingkat; 

Walaupun Peraturan Menteri tersebut memungkinkan besaran komponen 
perencanaan kontsruksi dari rentang 8, 23 %- 1,80 % serta pengawasan 
konstruksi dari 5,35% - 0,708 % dari biaya konstruksi, namun dalam 
proses perencanaan dan penganggaran, besaran yang digunakan oleh 
Pemerintah daerah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Tahun 
Anggaran 2024. Selain itu, juga pertimbangan pelaksanaan teknis 
konstruksi juga turut diperhatikan dalam menentukan kewajaran 
perencanaan dan penganggaran untuk biaya perencanaan dan 
pengawasan konstruksi. 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya Pekerjaan Konstruksi dia Asumsikan nilai 100% 
B Persentase Perencanaan adalah nilai terhadap presentasi biaya 

konstruksi 
C Persentase Pengawasan adalah nilai terhadap presentasi biaya 

konstruksi 
D Persentase BU adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
X Rp 6,570,000 Per M2 

4 Formula ASB : 
Ya=X x (luas Bangunan) 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendall Belanja 

s.d. 1 Milyar diatas 
NO OBJEK BELANJA 1 Milyar s.d. 5 5 Milyar milyar 

(%) (%) (%) 
1 BIAYA PERENCANAAN PEKERJAA 16 s.d. 11.5 s.d. 9 s.d. 

13 10.5 8 
2 BIAYA MANAGEMEN 24 s.d. 17.5 s.d. 10 s.d. 

KONSTRUKSI (Opsional) 30 14.5 7 
3 BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN 18 s.d. 12.5 s.d 7.5 s.d. 

15 10.5 5 
4 BIAYA UMUM 11 s.d. 5 s.d 3 s.d. 

7 3 2 



6 Contoh 1 
Luas Bangunan bertingkat Lantai 
1 300 M2 

Pagu Anggaran Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah 
= Rp 2,463,750,000 

Biaya Pekerjaan Konstruksi 
X x Luas Bangunan 

= Rp 1,971,000,000 
Biaya Perencanaan 11 % 

= Rp 216,810,000 
Biaya Managemen 0% 
Konstruksi 

= Rp 
Biaya Pengawasan 11 % 

= Rp 
Biaya Umum 3% 

= Rp 

216,810,000 

59,130,000 

ASB-O06 PEKERJAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN GEDUNG NEGARA 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan Pemeliharaan Gedung Negara 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Luasan bangunan yang dibangun (m2) untuk kategori gedung 

bertingkat. 
B Luasan bangunan yang dibangun (m2) untuk gedung tidak 

bertingkat. 
C Luasan bangunan yang dibangun (m2) untuk kategori 

taman dan lingkungan kantor. 
3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 

XI Rp 187,000 meter persegi/ tahun 
X2 Rp 122,000 meter persegi/ tahun 
X3 Rp 10,000 meter persegi/ tahun 

4 Formula ASB : 
Ya=Xl x (luas Bangunan Bertingkat) 
Yb= X2 x (luas Bangunan tidak bertingkat) 
Yc=X3 x (luas halaman/ taman kantor) 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 
BATAS RATA-RAT BATAS 

NO OBJEK BELANJA BAWAH ATAS 
(%) (%) (%) 

1 BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG 0 100 100 
BERTINGKAT 

2 BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG 0 100 100 
TIDAK BERTINGKAT 

3 BIAYA PEMELIHARAAN TAMAN 0 100 100 
DAN LINGKUNGAN KANTOR la 



6 Contoh 1 
Pagu Anggaran Pemeliharaan kantor dinas PPKB 
Luas Bangunan tidak bertingkat = 330 M2 
Biaya Pemeliharaan Bangunan 80% 

= 80% x Luas Bangunan x X2 
= (80%) X (330) X (122000) 
= Rp 32,208,000 

7 Contoh 2 
Pagu Anggaran Pemeliharaan kantor dinas Pariwisata 
Luas Bangunan bertingkat = 540 M2 
Biaya Pemeliharaan Bangunan 100% 

= 100% x Luas Bangunan x X 1 
= (100%) X (540) X (10000) 
= Rp 100,980,000 

8 Contoh 3 
Pagu Anggaran Pemeliharaan Halaman kantor dinas Pariwisata 
Luas Halaman Kantor = 500 M2 
Biaya Pemeliharaan Halaman 100% 

= 100% x Luas Halaman x X3 
= (100%) X (500) X (187000) 
= Rp 5,000,000 

ASB-OO7 PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN/ GEDUNG/ 
RUMAH/ KANTOR KECAMATAN 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan Pemeliharaan Ru tin 
Bangunan/ Gedung/ Rumah/ Kantor Kecamatan 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga/mempertahankan fungsi 
gedung dan bangunan agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan 
dengan tingkat kerusakan kurang dari 2% (kerusakan ringan) seperti 
pengecatan, penggantian pintu dan jendela dan sebagainya. ASB ini tidak 
bisa digunakan untuk perbaikan berat (merubah bentuk dan struktur 
bangunan secara menyeluruh). Pemeliharaan rutin 
bangunan/gedung/rumah/kantor terdiri dari jasa maupun material untuk 
perbaikan, baik secara terpisah maupun secara paket (gabungan). 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
Luasan bangunan yang dipelihara (m2) untuk kategori gedung 

A bertingkat. 
Luasan bangunan yang dipelihara (m2) untuk gedung tidak 

B bertingkat. 
C Luasan bangunan yang dipelihara (m2) untuk kategori 

taman dan lingkungan kantor. 
3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 

XI Rp 187,000 meter persegi/ tahun 
X2 Rp 122,000 meter persegi/ tahun 
X3 Rp 10,000 meter persegi/ tahun # 



4 Formula ASB : 
Ya=Xl x (luas Bangunan Bertingkat) 
Yb=X2 x (luas Bangunan tidak bertingkat) 
Yc=X3 x (luas halaman/ taman kantor) 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 
BATAS RATA-RAT/ BATAS 

NO OBJEK BELANJA BAWAH ATAS 
(%) (%) (%) 

1 BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG 0 80 100 
BERTINGKAT 

2 BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG 0 80 100 
TIDAK BERTINGKAT 

3 BIAYA PEMELIHARAAN TAMAN 0 80 100 
DAN LINGKUNGAN KANTOR 

6 Contoh 1 
Pagu Anggaran Pemeliharaan kantor dinas PPKB 
Luas Bangunan tidak bertingkat = 330 M2 
Biaya Pemeliharaan Bangunan 80% 

= 80% x Luas Bangunan x X2 
= (80%) X (330) X (122000) 
= Rp 32,208,000 

7 Contoh 2 
Pagu Anggaran Pemeliharaan kantor dinas Pariwisata 
Luas Bangunan bertingkat = 540 M2 
Biaya Pemeliharaan Bangunan 100% 

= 100% x Luas Bangunan x X 1 
= (100%) X (540) X (10000) 
= Rp 100,980,000 

8 Contoh 3 
Pagu Anggaran Pemeliharaan Halaman kantor dinas Pariwisata 
Luas Halaman Kantor = 500 M2 
Biaya Pemeliharaan Halaman 100% 

= 100% x Luas Halaman x X3 
= (100%) X (500) X (187000) 
= Rp 5,000,000 

ASB-O08 PEKERJAAN JALAN JARINGAN dan IRIGASI 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi Jalan, Jaringan 
dan Irigasi 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya Pekerjaan Konstruksi 
B 

Persentase Perencanaan. Persentase Pengawasan. Persentase BU 
C Persentase Pengawasan. Persentase BU 
D Persentase BU 4 



3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
= Rp - Per Kegiatan 

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

BATAS RATA- BATAS 
NO OBJEK BELANJA BAWAH RATA ATAS 

(%) (%) (%) 
1 BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI 100 90 88.5 
2 BIAYA PERENCANAAN 0 5 6 

PEKER.JAAN 
3 BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN 0 3 3.5 

4 BIAYA UMUM 0 2 2 
100 100 100 

6 Contoh 1 
Pagu Anggaran Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Desa Werot 

= Rp 200,000,000 
Biaya Pekerjaan Konstruksi 90% 

= Rp 180,000,000 
Biaya Perencanaan 5% 

= Rp 10,000,000 
Biaya Pengawasan 3% 

= Rp 6,000,000 
Biaya Umum 2% 

= Rp 4,000,000 
7 Contoh 2 

Pagu Anggaran Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Desa Werot 
= Rp 200,000,000 

Biaya Pekerjaan Konstruksi 100% 
= Rp 200,000,000 

Biaya Perencanaan 0% 
= Rp 

Biaya Pengawasan 0% 
= Rp 

Biaya Umum 0% 
= Rp 

ASB-OO9 PEKERJAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI JALAN JARINGAN 
IRIGASI 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan Pemeliharaan konstruksi 
jalan, Jaringan dan Irigasi 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya Pekerjaan Konstruksi 
B Persentase Perencanaan. Persentase Pengawasan. Persentase BU 

C Persentase Pengawasan. Persentase BUD 



D Persentase BU 
3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 

= Rp - Per Kegiatan 
4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

BATAS RATA-RAT BATAS 
NO OBJEK BELANJA BAWAH ATAS 

(%) (%) (%) 
1 BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI 100 90 88.5 

2 BIAYA PERENCANAAN 0 5 6 
PEKERJAAN 

3 BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN 0 3 3.5 

4 BIAYA UMUM 0 2 2 
100 100 100 

6 Contoh 1 
Pagu Anggaran Pemeliharaan Jalan Produksi Pertanian Desa Winuri 

= Rp 198,000,000 
Biaya Pekerjaan Konstruksi 90% 

= Rp 180,000,000 
Biaya Perencanaan 5% 

= Rp 9,000,000 
Biaya Pengawasan 3% 

= Rp 5,400,000 
Biaya Umum 2% 

= Rp 3,600,000 
7 Contoh 2 

Pagu Anggaran Pemeliharaan Jalan Produksi Pertanian Desa Winuri 
= Rp 204,000,000 

Biaya Pekerjaan Konstruksi 98% 
= Rp 200,000,000 

Biaya Perencanaan 0% 
= Rp 

Biaya Pengawasan 0% 
= Rp 

Biaya Umum 2% 
= Rp 4,000,000 

ASB-0009.a 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 15X15 CM 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pembuatan Kolom Beton 
bertulang.b 



2 Pengendali belanja (cost driver) 
A biaya Pembesian 

untuk kolom beton menggunakan 4 tulangan dia 10 dan sengkang 
dia 6- 150cm 

B Biaya Pemasangan Bekisting 
C Biaya Pengecoran beton 

menggunakan mutu beton fc'= 19,3 Mpa 
3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 

= Rp 27,050 Per Kg biaya Pembesian 
= Rp 477,164 Per M2 Biaya Pemasangan Bekisting 
= Rp 1,292,642 Per M3 Biaya Pengecoran beton 

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 
A Volume Pembesian 
B Volume Pemasangan Bekisting 
C Volume Cor Beton tanpa tulang fc'= 14.5 Mpa 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

NO OBJEK BELANJA (variable (fixed Jumlah cost) cost) 
1 biaya Pembesian 3.0674 Rp 27,050 Rp 82,972 

2 Biaya Pemasangan Bekisting 0.6 Rp 477,164 Rp 286,298 

3 Biaya Pengecoran beton 0.0225 Rp 1,292,642 Rp 29,084 

Biaya 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 15X15 CM Rp 398,355 

ASB-009.b 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 17X17 CM 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pembuatan Kolom Beton 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A biaya Pembesian 

untuk kolom beton menggunakan 6 tulangan dia 10 dan sengkang 
dia 6- 150cm 

B Biaya Pemasangan Bekisting 
C Biaya Pengecoran beton 

menggunakan mutu beton fc'= 19,3 Mpa 
3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 

= Rp 27,050 Per Kg biaya Pembesian 
= Rp 477,164 Per M2 Biaya Pemasangan Bekisting 
= Rp 1,292,642 Per M3 Biaya Pengecoran beton 

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 
A Volume Pembesian 
B Volume Pemasangan Bekisting 
C Volume Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 0» 

0.0225 M3 

3.0674 Kg 
0.6 M2 

4.4346 Kg 
0.68 M2 

0.0289 M3 



NO OBJEK BELANJA (variable (fixed cost) Jumlah cost) 
1 biaya Pembesian 4.4346 Rp 27,050 Rp 119,955 

2 Biaya Pemasangan Bekisting 0.68 Rp 477,164 Rp 324,471 

3 Biaya Pengecoran beton 0.0289 Rp 1,292,642 Rp 37,357 

Biava 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 17X17 CM Rp 481,783 

AB-009.¢ 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 20X20CM 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pembuatan Kolom Beton 
bertulang 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A biaya Pembesian 

untuk kolom beton menggunakan 8 tulangan dia 10 dan sengkang 
dia 6- 150cm 

B Biaya Pemasangan Bekisting 
C Biaya Pengecoran beton 

menggunakan mutu beton fc'= 19,3 Mpa 
3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 

= Rp 27,050 Per Kg biaya Pembesian 
= Rp 477,164 Per M2 Biaya Pemasangan Bekisting 
= Rp 1,292,642 Per M3 Biaya Pengecoran beton 

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 
A Volume Pembesian 
B Volume Pemasangan Bekisting 
C Volume Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

NO OBJEK BELANJA (variable (fixed cost) Jumlah cost) 
1 biaya Pem besian 5.8018 Rp 27,050 Rp 156,937 

2 Biaya Pemasangan Bekisting 0.8 Rp 477,164 Rp 381,731 

3 Biaya Pengecoran beton 0.04 Rp 1,292,642 Rp 51,706 

Biava 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 20X20CM Rp 590,374 

ASB-009.d 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T=1.5 Meter 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pembuatan Pagar Beton 

dasar pembentuk dengan perhitungan bentang sepanjang 9 meter 
kemudian hasilnya di bagi untuk mendapatkan biaya per 1 meter 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya Galian Tanah Pondasi 

Galian tanah pondasi dengan ukuran lebar 0.4 meter dan ~ 

5.8018 Kg 
0.8 M2 

0.04 M3 



B Biaya Urugan Pasir 
Urugan Pasir dengan ketebalan 5 cm 

C Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa Adukan 
Pasangan Batu Tanpa Adukan dengan ketebalan 20 cm 

D Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1 :4 
Pasangan Batu sp 1:4 dengan ukuran a=25 cm, b=0.4 cm dan t=40 
cm 

E Biaya Pasangan Dinding Con block HB-10 
F Biaya Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm 
G Biaya Adan Dinding 
H Biaya Pekerjaan Kolom 1 7 x 1 7 cm, JARAK 3 M 

Tulangan 6 dia 10, sengkang dia 6- 150 
I Biaya Pekerjaan Sloope 10x15 cm 
J Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm 
K Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
= Rp 116,725 Per M3 Biaya Galian Tanah Pondasi 
= Rp 253,690 Per M3 Biaya Urugan Pasir 
= Rp 549,430 Per M3 Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa 

Adukan 

= Rp 
= Rp 

1,029,394 Per M2 
212,227 Per M2 

Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4 
Biaya Pasangan Dinding Conblock HB- 
10 

0.72 M3 

10.08 M2 

1.4625 M3 

1.8 M3 
0.18 M3 

= Rp 89,931 Per M2 Biaya Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm 
= Rp 56,609 Per M2 Biaya Acian Dinding 
= Rp 481, 783 Per M Biaya Pekerjaan Kolom 17 x 17 cm, JARAK 3 

= Rp 177,859 Per M Biaya Pekerjaan Sloope 10x15 cm 
= Rp 177,859 Per M Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm 
= Rp 40,517 Per M2 Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding 

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 
A Volume Galian Tanah Pondasi untuk 9 M' 
B Volume Urugan Pasir untuk 9 M' 
C Volume Pasangan Pondasi Batu Tanpa 

Adukan untuk 9 M' 
Volume Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4 untuk 

D 9M' 
Volume Pasangan Dinding Conblock HB-10 

E untuk 9M' 

F Volume Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm untuk 9M' 
G Volume Adan Dinding untuk 9 M' 

Volume Pekerjaan Kolom 1 7 x 1 7 cm untuk 9 
HM' 

Volume Pekerjaan Sloope 10x15 cm untuk 9 
IM' 

Volume Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm 
J untuk 9 M' 

Volume Pekerjaan Pengecatan Dinding untuk 
K9M' 

27 M2 
27 M2 

6M 

9M 

9M 

27 M2£ 



5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

NO OBJEK BELANJA (variable (fixed cost) Jumlah cost) 
1 Biaya Galian Tanah Pondasi 1.8 Rp 116,725 Rp 210,105 

2 Biaya Urugan Pasir 0.18 Rp 253,690 Rp 45,664 

3 Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa 0.72 Rp 549,430 Rp 395,589 

Adukan 
4 Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10 1.4625 Rp 1,029,394 Rp 1,505,488 

5 Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa 10.08 Rp 212,227 Rp 2,139,246 

Adukan 

6 Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4 27 Rp 89,931 Rp 2,428,141 

7 Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10 27 Rp 56,609 Rp 1,528,436 

8 Tulangan 6 dia 10, sengkang dia 6- 150 6 Rp 481,783 Rp 2,890,700 

9 Biaya Acian Dinding 9 Rp 177,859 Rp 1,600,731 

10 Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm 9 Rp 177,859 Rp 1,600,731 

11 Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding 27 Rp 40,517 Rp 1,093,969 

Biaya 9 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T=1.5 Rp 15,438,801 

Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T=1.5 1,715,422.39 

ASB-009.e 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T= 2 Meter 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pembuatan Pagar Beton 
dasar pembentuk dengan perhitungan bentang sepanjang 9 meter 
kemudian hasilnya di bagi untuk mendapatkan biaya per 1 meter 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya Galian Tanah Pondasi 

Galian tanah pondasi dengan ukuran lebar 0.4 meter dan 
kedalaman O .5 meter 

B Biaya Urugan Pasir 
Urugan Pasir dengan ketebalan 5 cm 

C Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa Adukan 
Pasangan Batu Tanpa Adukan dengan ketebalan 20 cm 

D Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1 :4 
Pasangan Batu sp 1:4 dengan ukuran a=25 cm, b=0.4 cm dan t=40 
cm 

E Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10 
F Biaya Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm 
G Biaya Acian Dinding 
H Biaya Pekerjaan Kolom 1 7 x 1 7 cm, JARAK 3 M 

Tulangan 6 dia 10, sengkang dia 6- 150 
I Biaya Pekerjaan Sloope 10x15 cm 
J Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm 
K Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
Rp 116,725 Per M3 Biaya Galian Tanah Pondasi 

= Rp 253,690 Per M3 Biaya Urugan Pasir b 



Rp 549,430 PerM3 Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa 
Adukan 

= Rp 1,029,394 PerM2 Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1 :4 
= Rp 212,227 PerM2 Biaya Pasangan Dinding Conblock HB­ 

10 
= Rp 89,931 PerM2 Biaya Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm 

Rp 56,609 PerM2 Biaya Acian Dinding 
= Rp 481,783 PerM Biaya Pekerjaan Kolom 17 x 17 cm, JARAK 3 

M 

Rp 177,859 Per M Biaya Pekerjaan Sloope lOx 15 cm 
= Rp 177,859 PerM Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm 

= Rp 40,517 Per M2 Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding 
4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 

A Volume Galian Tanah Pondasi untuk 9 M' 1.8 M3 
B Volume Urugan Pasir untuk 9 M' 
C Volume Pasangan Pondasi Batu Tanpa 

Adukan untuk 9 M' 
D Volume Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4 untuk 

9 M' 
E Volume Pasangan Dinding Conblock HB-10 

untuk 9 M' 
F Volume Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm untuk 9 

M' 
G Volume Acian Dinding untuk 9 M' 
H Volume Pekerjaan Kolom 1 7 x 1 7 cm untuk 9 

M' 
I Volume Pekerjaan Sloope 10x15 cm untuk 9 

M' 
J Volume Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm 

untuk 9 M' 
K Volume Pekerjaan Pengecatan Dinding untuk 

9M' 

0.18 M3 
0.72 M3 

1.4625 M3 

14.28 M2 

36 M2 

36 M2 
8M 

9M 

9M 

36 M2 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

NO OBJEK BELANJA (variable (fixed cost) Jumlah cost) 
1 Biaya Galian Tanah Pondasi 1.8 Rp 116,725 Rp 210,105 

2 Biaya U rugan Pasir 0.18 Rp 253,690 Rp 45,664 

3 Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa 0.72 Rp 549,430 Rp 395,589 

4'Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10 1.4625 Rp 1,029,394 Rp 1,505,488 

5 Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa 14.28 Rp 212,227 Rp 3,030,598 
Adukan 

6 Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4 36 Rp 89,931 Rp 3,237,521 

7 Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10 36 Rp 56,609 Rp 2,037,915 

8 Tulangan 6 dia 10, sengkang dia 6- 150 8 Rp 481,783 Rp 3,854,267 



9 Biaya Acian Dinding 9 Rp 177,859 Rp 1,600,731 

10 Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm 9 Rp 177,859 Rp 1,600,731 

11 Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding 36 Rp 40,517 Rp 1,458,626 

Biaya 9 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T= 2 Meter Rp 18,977,236 

Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T= 2 Meter 2,108,581.79 

ASB-O09.f 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN RABAT BETON 
(lebar jalan = 3 meter, ketebalan pengecoran 15 cm) 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Rabat Beton 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya pembersihan dan perataan Lokasi 
B Biaya Pemasangan Bekisting 
C Biaya Urugan Pasir 
D Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
= Rp 24,150 Per M2 Biaya pembersihan dan perataan 

Lokasi 

0.45 M3 

3 M2 
0.3 M2 

0.15 M3 

275,247 Per M2 
253,690 Per M3 

1,367,994 Per M3 

= Rp 
= Rp 
= Rp 

Biaya Pemasangan Bekisting 
Biaya Urugan Pasir 
Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 
Mpa 

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 
A Volume pembersihan dan perataan Lokasi 
B Volume Pemasangan Bekisting 
C Volume Urugan Pasir 
D Volume Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

NO OBJEK BELANJA (variable (fixed Jumlah cost) cost) 
1 Biaya pembersihan dan perataan 3 Rp 24,150 Rp 72,450 

Lokasi 
2 Biaya Pemasangan Bekisting 0.3 Rp 275,247 Rp 82,574 

3 Biaya Urugan Pasir 0.15 Rp 253,690 Rp 38,054 

4 Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 0.45 Rp 1,367,994 Rp 615,597 

Moa 
Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN RABAT BET( Rp 808,675 

ASB-009.g 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN RABAT BETON 
(lebar jalan = 3.5 meter, ketebalan pengecoran 15 cm) 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Rabat Beton 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya pembersihan dan perataan Lokasi IP,\ 



B Biaya Pemasangan Bekisting 
C Biaya Urugan Pasir 
D Biaya Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
= Rp 24,150 Per M2 Biaya pembersihan dan perataan Lokasi 

3.5 M2 
0.3 M2 

0.495 M3 
0.165 M3 

Biaya Pemasangan Bekisting 275,247 Per M2 
253,690 Per M3 

1,367,994 Per M3 

= Rp 
= Rp 
= Rp 

Biaya Urugan Pasir 
Biaya Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 
Mpa 

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 
A Volume Pembersihan dan perataan Lokasi 
B Volume Pemasangan Bekisting 
C Volume Urugan Pasir 
D Volume Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

NO OBJEK BELANJA (variable (fixed cost Jumlah cost) 
1 Biaya pembersihan dan perataan Le 3.5 Rp 24,150 Rp 84,525 

2 Biaya Pemasangan Bekisting 0.3 Rp 275,247 Rp 82,574 

3 Biaya Urugan Pasir 0.165 Rp 253,690 Rp 41,859 

4 Biaya Cor Beton tanpa tulang fc'= 1 0.495 Rp 1,367,994 Rp 677,157 

Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN RABAT Rp 886,115 

BETON 

ASB-O09.h 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PAVING tebal= 8 cm 
(lebar jalan = 3 meter, Tutup Pinggiran 15.x:20 cm) 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pekerjaan Jalan Paving 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya pembersihan dan perataan Lokasi 
B Biaya Pemasangan Paving tebal 8 cm 
C Biaya Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
D Biaya Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
= Rp 24,150 Per M2 Biaya pembersihan dan perataan Lokasi 

= Rp 289,579 PerM2 Biaya Pemasangan Paving tebal 8 cm 

= Rp 275,247 PerM3 Biaya Pekerjaan Pemasangan Bekisting 

= Rp 1,367,994 PerM3 Biaya Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 
Mpa 

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 
A Volume pembersihan dan perataan Lokasi 
B Volume Pemasangan Paving tebal 8 cm 
C Volume Pekerjaan Pemasangan Bekisting 

3 M2 
3 M2 

0.3 M3 b 



D Volume Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa 0.06 M3 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

NO OBJEK BELANJA (variable (fixed Jumlah cost) cost) 
1 Biaya pembersihan dan perataan 3 Rp 24,150 Rp 72,450 

Lokasi 
2 Biaya Pemasangan Paving tebal 8 3 Rp 289,579 Rp 868,738 

cm 
3 Biaya Pekerjaan Pemasangan 0.3 Rp 275,247 Rp 82,574 

Bekisting 
4 Biaya Cor Beton tanpa tulang fc'= 0.06 Rp 1,367,994 Rp 82,080 

19,3 Mpa 
Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PAVING Rp 1,105,841 

tebal= 8 cm 

ASB-009.i 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PAVING tebal= 6 cm 
(lebar jalan = 3 meter, Tutup Pinggiran 15x20 cm) 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pekerjaan Jalan Paving 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya pembersihan dan perataan Lokasi 
B Biaya Pemasangan Paving tebal 6 cm 
C Biaya Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
D Biaya Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
= Rp 24,150 Per M2 Biaya pembersihan dan perataan Lokasi 

= Rp 
= Rp 

252,837 Per M2 
275,247 Per M3 

Biaya Pemasangan Paving tebal 6 cm 
Biaya Pekerjaan Pemasangan Bekisting 

3 M2 
3 M2 

0.3 M3 
0.06 M3 

1,327,259 Per M3 = Rp Biaya Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 
Mpa 

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 
A Volume pembersihan dan perataan Lokasi 
B Volume Pemasangan Paving tebal 6 cm 
C Volume Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
D Volume Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

NO OBJEK BELANJA (variable (fixed cost Jumlah cost) 
1 Biava pembersihan dan perataan 3 Rp 24,150 Rp 72,450 

2 Biaya Pemasangan Paving tebal 6 3 Rp 252,837 Rp 758,510 

cm 



3 Biava Pekeriaan Pemasangan 0.3 Rp 275,247 Rp 82,574 

4 Biaya Cor Beton tanpa tulang fc'= 0.06 Rp 1,327,259 Rp 79,636 

19.3 Moa 
Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PAVING Rp 993,170 

tebal= 6 cm 

ASB-O09.j 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PRODUKSI PERTANIAN 
(lebar jalan = 3 meter,Perkerasan T= 20 cm, bahu jalan 70 cm) 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pekerjaan Jalan Produksi 
Pertanian 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya Penyiapan Badan Jalan 
B Biaya Galian Tanah Saluran Air 
C Biaya Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah telfort) 
D Biaya Sirtu untuk bahu jalan 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
= Rp 4,736 Per M2 Biaya Penyiapan Badan Jalan 
= Rp 171,479 Per M3 Biaya Galian Tanah Saluran Air 
= Rp 483,524 Per M3 Biaya Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah 1 

= Rp 281,938 Per M3 Biaya Sirtu untuk bahu jalan 
4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 

A Volume Penyiapan Badan Jalan 3 M2 
B Volume Galian Tanah Saluran Air (0.3x0.4m) 0.24 M3 
C Volume Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah 0.6 M3 

telfort) 
D Volume Sirtu untuk bahu jalan 0.07 M3 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

NO OBJEK BELANJA (variable (fixed cost) Jumlah cost) 
1 Biaya Penyiapan Badan Jalan 3 Rp 4,736 Rp 14,208 

2 Biaya Galian Tanah Saluran Air 0.24 Rp 171,479 Rp 41,155 

3 Biaya Perkerasan (Lapis Pondasi 0.6 Rp 483,524 Rp 290,114 

Bawah telfort) 
4 Biaya Sirtu untuk bahu jalan 0.07 Rp 281,938 Rp 19,736 

1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PRODUKSI Rp 365,213 

PERTANIAN 

ASB-009.k 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PRODUKSI PERTANIAN 
(lebar jalan = 3 meter,Perkerasan T= 25 cm, bahu jalan 70 cm) 

1 Deskripsi 
Sub kegiatan ini adalah aktvitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pekerjaan Jalan Produksi 
Pertanian 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Biaya Pembersihan dan Pengupasan Lahan 
B Biaya Penyiapan Badan Jalan 
C Biaya Galian Tanah Saluran Air (30X40 CM)bu 



E Biaya Perkerasan (La.pis Pondasi Bawah telfort) 
F Biaya Sirtu untuk bahu jalan 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
= Rp 4,736 Per M2 Biaya Penyiapan Badan Jalan 
= Rp 171,479 Per M3 Biaya Galian Tanah Saluran Air (30X40 

CM) 

483,524 Per M3 = Rp Biaya Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah 
telfort) 

= Rp 281,938 Per M3 Biaya Sirtu untuk bahu jalan 
4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 

A Volume Penyiapan Badan Jalan 3 M2 
B Volume Galian Tanah Saluran Air (30X40 CM) 0.24 M3 

C Volume Perkerasan (La.pis Pondasi Bawah 
telfort) 

D Volume Sirtu untuk bahu jalan 

0.75 M3 

0.105 M3 

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja 

NO OBJEK BELANJA (variable (fixed cost Jumlah cost) 
1 Biaya Penyiapan Badan Jalan 3 Rp 4,736 Rp 14,208 

2 Biaya Galian Tanah Saluran Air 0.24 Rp 171,479 Rp 41,155 

(30X40 CM) 
3 Biaya Perkerasan (La.pis Pondasi 0.75 Rp 483,524 Rp 362,643 

Bawah telfort) 
4 Biava Sirtu untuk bahu ialan 0.105 Rp 281,938 Rp 29,603 

1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PRODUKSI Rp 447,609 

PERTANIAN 

ASB-O10 PEKERJAAN KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (UNTUK 
PEGAWAI) 

1 Deskripsi 
Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri 
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya 
keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara 
langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi 
kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan 
secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat 
rumah tangga, langganan surat kabar /berita/majalah, dan air minum 
pegawai. 

2 Pengendali belanja (cost driver) 
A Jumlah Pegawai ASN 

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) 
= RpO,OO per kegiatan 

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) 
= Rp. 1560000 per jumlah pegawai ASN g 



5 BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) 
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

5 Rumus Perhitungan Total Belanja: 
= Belanja Tetap +Belanja Variabel+ Belanja Tambahan 

= Rp0,00 + (Rp1560000 xjumlah pegawai) + Belanja Tambahan 

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas 
Atas Bawah 

1 Belania Barang Pakai Habis 79.19% 100.00% 5.69% 
2 Belanja Jasa Kantor 20.81% 45.53% 0.00% 

ASB 011 - PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 
DESKRIPSI : 
merupakan kegiatan penyediaan jasa kebersihan untuk area perkantoran 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan 
melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk 
melaksanakan seluruh aktifitas jasa kebersihan beserta dengan 
perlengkapan yang dibutuhkan. 
Dasar perhitungan standar belanja kegiatan jasa kebersihan kantor adalah 
jumlah m2 luas gedung yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan. 
Semakin besar jumlah luas gedung yang dikelola, semakin besar belanja 
peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diperlukan 

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) : 
Xl = M2 Luasan Wilayah Perkantoran (M2) 
SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) : 
= Rp0,0 per kegiatan 
SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) : 
= Rpl30.505,76 x Xl 
BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) : 
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin + Belanja Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri 
RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA : 
= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional) 
= Rp0,00 + Rp130.505,76 x Xl + Belanja Tambahan 

ALOKASI RINCIAN Objek BELANJA ASB 014 : 

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas 
Atas Bawah 

1 Belania Barang Pakai Habis 4.40% 10.46% 0.00% 
2 Belania Jasa Kantor 87.72% 100.00% 0.00% 
3 Belanja luran Jaminan/ Asuransi 7.88% 22.37% 0.00% # 



ASB O12 - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TERKAIT 
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

DESKRIPSI : 
ASB 018 merupakan penyediaan makanan dan minuman baik untuk 
kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan PD 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kegiatan Urusan 
Pemerintah Daerah. Kegiatan ini mencakup penyediaan makanan 
minuman dalam rangka pelaksanaan rapat internal yang dilaksanakan 
secara rutin untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan 

program; serta penyediaan makanan dan minuman bagi tamu yang hadir. 
Dasar perhitungan standar belanja kegiatan penyediaan makanan dan 
minuman adalah jumlah pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan rapat 
internal monev Program serta jumlah tamu yang datang terkait koordinasi 
PD. Perhitungan standar dilakukan dari sisi jumlah rapat internal yang 
selama ini dilakukan di setiap instansi di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Utara 
PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) : 
X 1 = Jumlah tamu dalam 1 tahun anggaran (Orang) 
SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) : 
= Rp0,00 per kegiatan 
SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) 
= Rp74.070,23 x Xl 
BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) : 
RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA : 
= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional) 
= Rp0,00 + Rp74.070,23 x Xl + Belanja Tambahan 

ALOKASI RINCIAN Objek BELANJA ASB 018 : 

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas 
Atas Bawah 

1 Belanja Barang Pakai Habis 100.00% 100.00% 0.00% 

ASB 013 - SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN 
DESKRIPSI : 
Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan 
bimbingan/pelatihan kepada peserta dengan tujuan untuk memperoleh 
ketrampilan teknis tertentu. ASB 008 ini sesuai dengan karakteristik 
aktivitasnya perlu dibedakan menjadi 2 kategori yaitu penyelenggaraan 
kegiatan bimbingan teknis untuk masyarakat dan untuk aparatur sipil 
negara. Beberapa perbedaan perlakuan dalam penganggaran menyebabkan 
ASB kegiatan bimbingan teknis/pelatihan perlu dibedakan antara untuk 
masyarakat dan untuk aparatur sipil negara. b 



ASB 013.A : ASB SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN 
UNTUK MASYARAKAT 

DESKRIPSI : 
Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk 
memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di 
Kabupaten Minahasa Utara 
untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Aktivitas bimbingan 
teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis 
tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang 
terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang 
bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan ASB 
ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis 
untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh 
masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung 
kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan ini bukan hanya 
memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh 
dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis 
yang dituju. 
Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya 
meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tidak termasuk atau 
meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan 
atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain. 

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) : 
Xl = Jumlah Peserta (Orang) X2 = Frekuensi (Kali) 
X3 = Durasi (Harl) 
XA = Xl xX2 
XC = X2 xX3 
XD = Xl xX2 xX3 
SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) 

= Rp426.421.063,01 per kegiatan 
SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) 
= (Rp60.250.954,92 x X2X3) + (Rpl.296.927,00 x 
X1X2X3) 
(Rpl47.502.898,82 x X2) - (Rp129.219.652,79 x X3) 
BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) : 
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) + Belanja 
Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 
RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA : 
= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional) 
= Rp426.421.063,01 + (Rp60.250.954,92 x X2X3) + 
(Rpl.296.927,00 x X1X2X3) - (Rp147.502.898,82 x X2) - 
(Rp129.219.652,79 x X3) + Belanja Tambahan 
ALOKASI RINCIAN Objek BELANJA ASB 008.A : 
Batasan Alokasi Objek Belanja 

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas 
Atas Bawah 



1 Belania Barang Pakai Habis 22.41% 45.17% 0.00% 
2 Belania Jasa Kantor 47.14% 100.00% 0.00% 
3 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.04% 4.43% 3.66% 
4 Belanja Sewa Gedung dan 16.21% 34.26% 0.00% 
5 Belanja Uang yang Diberikan 10.21% 15.09% 5.32% 

kepada Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/ Masvarakat 

ASB 013.B : Bimbingan Teknis / Sosialisasi/ Rekonsiliasi dengan Sewa 
Gedung dan Perjalanan Dinas 

DESKRIPSI : 
Penyelenggaraan Bimbingan/Pelatihan Teknis merupakan kegiatan dalam 
rangka memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan 
Perangkat Daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian 
tertentu. 
Kegiatan Bimbingan Teknis ini model kegiatan dilakukan dengan menyewa 
gedung (hotel) di luar Gedung Pemerintah Daerah atau dengan paket 
kegiatan Half day, Fullday atau Full board. 
Komponen pada Kegiatan : 

1 BelanjaHonorarium PNS: 
Panitia Pelaksanan Kegiatan 

2 Belanja Barang Pakai Habis : 
Belanja ATK Kegiatan, Belanja Cetak dan Penggandaan yang bukan 
merupakan bahan persediaan 

3 Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kantor terdiri dari: 
Belanja jasa dekorasi/ dokumentasi, jasa pemberitaan/penyiaran, 
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber / Tenaga 
Asistensi 

4 BelanjaSewaRumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 
paket kegiatan Half day, Fullday atau Fullboard 

5 Belanja Perjalanan Dinas: 
belanja perjalanan dinas dalam daerah termasuk uang harian bagi 
masyarakat yang menjadi peserta 
belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi 
kedatangan TenagaAhli/Instruktur /Narasumber yang berasal dari 
luar Daerah 
belanja perjalanan dinas Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 

Formulasi Perhitungan Analisis Standar Belanja: 
Pengendali Belanja (costdriver) 

Xl Jumlah Peserta 
Xl Jumlah Harl Pelatihan 
X3 Kegiatan Dilaksanan Berapa Kali 

Satuan Pengendali Belanja Tetap (FixedCost) 
= Rp - Per Kegiatan 

Satuan Pengendali Belanja Variabel (VariableCost) 
= Komponen Belanja x Pengendali Belanja (costdriver) 

Formula Penghitungan Belanja Total 
= Belanja Tetap + Belanja Variabel 

Batasan Alokasi Objek Belanja u 



No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas 
Atas Bawah 

1 BelaniaHonorarium PNS: 3.29% 5.20% 0.00% 
2 Belania Barang Pakai Habis : 14.30% 24.51% 4.09% 
3 Belania Jasa Kantor Belania Jasa 21.34% 32.50% 0.00% 
4 BelanjaSewaRumah/ Gedung/ Gud 37.05% 58.91% 15.19% 

ang/Parkir 
5 Belanja Perjalanan Dinas: 24.02% 37,56% 10.48% 

ASB 013.C ASB SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN 
UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA 

1 DESKRIPSI : 
Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk 
memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan 
SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk memperoleh 
ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan 
bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis 
tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait 
dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan kegiatan ini 
adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah­ 
masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. 

Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi 
juga memberikan contoh dan panduan rind pada tiap-tiap peserta 
atas ketrampilan teknis yang dituju. 
Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya 
meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Minahas Utara, tidak termasuk atau meliputi 
pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau 
pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain. ASB ini 
termasuk untuk aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Utara 

2 PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) : 
Xl = Jumlah Peserta (Orang) X2 = Frekuensi (Kali) 
= Rp48.398.615,33 per kegiatan 

3 SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) 
= (Rp2.830.605,03 x X1X3) + (Rp78.832,89 x X1X2X3) ­ 
(Rp1.578.375,71 x Xl) 

4 BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) : 
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Sewa Gedung dan 
Bangunan + Belanja Jasa Ketersediaan Layanan Availibility 
Pament ) + Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 
RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA : 
= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional) 
= Rp48.398.615,33 + (Rp2.830.605,03 x XlX3) + (Rp78.832,89 
X1X2X3) -0 



atasan o.as1 1e e.an1a 

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas 
Atas Bawah 

1 Belania Barang Pakai Habis 64.90% 100.00% 10.36% 
2 Belania Jasa Kantor 35.10% 100.00% 0.00% 

5 ALOKASI RINCIAN OBJEK BELANJA ASB 013 
B AIk · Obi k Bl 

PARAF KOORDINASI BUPATI MINAHASA UTARA, 
PEJABAT TANGGAL PARAF 
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wan en 1sf 
SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI 
UMUM 

JOUNE JAMES ESAU GANDA 
KEPALA BAGIAN HUKUM A 
Plt.KEPALA SADAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 
SEKRETARIS BADAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KEPALA BIDANG ASET 

KEPALA SUB BIDANG ANALISA 
KEBUTUHAN 


